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KORUPSI	Berdasarkan Jenis Anggaran
No Keterangan Jumlah Nilai Kerugian negara Nilai Suap
1 Pengadaan 174 Rp 957,3	miliar Rp 91,5	miliar
2 Non	Pengadaan 97 Rp 7,4	triliun Rp 109,3	miliar

ü Korupsi pengadaan barang dan jasa secara kuantitas lebih banyak dibandingkan
dengan non pengadaan. Meskipun demikian, dampak kerugian ekonomi yang sangat
besar muncul dari aspek non pengadaan.

ü Dampak korupsi di sektor pengadaan terletak pada buruknya kualitas barang publik,
tidak dapat dimanfaatkannya barang publik, atau jika dipergunakan akan sangat
membahayakan masyarakat, misalnya buruknya kualitas gedung sekolah yang bisa
berakibat pada ambruknya gedung sekolah dan mengancam nyawa siswa yang sedang
belajar.

Sumber :	ICW	- TREN	PENINDAKAN	KASUS	KORUPSI	TAHUN	2019	



Korupsi berdasarkan sektor (10	besar)	2019	
No Keterangan Jumlah Kerugian

Negara
Suap Pungli Pencucian Uang

1 Bencana Alam 5 Rp2,1	miliar Rp460	juta Rp10	juta -
2 Pertambangan 4 Rp5,9	triliun - - -
3 Pengadilan (Hukum) 3 - Rp246	juta - -
4 Kejaksaan dan Kepolisian

(Hukum)
3 - Rp136,5	juta Rp1	miliar -

5 Lapas 2 Rp1	miliar - - -
ü Kasus pada sektor bencana alam seperti kasus dugaan korupsi dana bencana gempa Lombok.
ü Kasus pada sektor pertambangan yang menimbulkan kerugian negara sangat besar seperti kasus dugaan suap penerbitan Izin Usaha

Pertambangan oleh Bupati di Kotawaringin Timur, Supian Hadi. Nilai kerugian negarannya mencapai Rp5,8 triliun.
ü Kasus pada sektor peradilan seperti kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara perdata di Mahkamah Agung yang melibatkan Sekretaris

MA, Nurhadi.
ü Kasus pada sektor penegakan antara lain: 1). pemerasan saksi kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT Dok dan

Perkapalan Koja Bahari yang dilakukan oleh Jaksa; dan 2). Kasus dugaan pungutan liar untuk membebaskan tersangka kasus penadahan barang
curian yang dilakukan oleh polisi.

ü Kasus pada sektor lapas seperti suap pemberian fasilitas atau perizinan ke luar lapas Klas I Sukamiskin yang dilakukan oleh Kepala Lapas
Sukamiskin, Wahid Huesin.

Sumber :	ICW	- TREN	PENINDAKAN	KASUS	KORUPSI	TAHUN	2019	



Kasus-kasus Korupsi di	Kebencanaan



Korupsi dalam Pandemi



Pengaruh Pandemi Covid Pada Pengadaan

üPandemi meningkatkan demand	secara internasional
üFleksibilitas &	Attractiveness	menjadi kunci,	namun
tetap transparan dan akuntabel

üKebijakan pembatasan migrasi orang/barang dari dan
ke luar negeri mempengaruhi pengadaan Nasional	





Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan
Darurat



Penanganan Keadaan Darurat (Pasal 59	Perpres
16	Tahun 2018)

“Penanganan Keadaan Darurat dilakukan untuk
keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga

negara Indonesia	yang	berada di	dalam negeri dan luar
negeri yang	pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan

harus segera”



Kriteria Keadaan Darurat

ü Bencana alam,	bencana non-alam,	dan/atau bencana sosial
ü Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
ü Kerusakan sarana/prasarana yang	dapat menganggu kegiatan

pelayanan publik
ü Bencana alam,	bencana non-alam,	bencana sosial,	perkembangan

situasi politik dan keamanan di	luar negeri,	dan/atau pemberlakuan
kebijakan pemerintah asing yang	memiliki dampak langsung terhadap
keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia	di	luar negeri

ü Pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain	yang	terkena
bencana





Tahapan Pengadaan

Perencanaan Pelaksanaan
pemilihan

Pelaksanaan
Pekerjaan

Penyelesaian
Pembayaran

• Identifikasi Kebutuhan
• Analisis ketersediaan

sumber daya
• Penetapan cara

pengadaan

• Pemilihan dan
penunjukan penyedia

• SPPBJ	(Surat	
PenunjukanPenyedia
Barang/Jasa

• Pemeriksaan lokasi
• Serah terima lokasi
• SPMK/SPP
• Pelaksaan Pekerjaan
• Perhitungan hasil

pekerjaan
• Serah terima hasil

Pekerjaan

• Kontrak
• Pembayaran
• Audit

Peraturan LKPP	Nomor 13/2018	



Potensi Korupsinya ada ditahap apa?

Perencanaan Pelaksanaan
pemilihan

Pelaksanaan
Pekerjaan

Penyelesaian
Pembayaran

• Pengadaan tidak sesuai
kebutuhan

• Tidak ada verifikasi faktual
kebutuhan barang

• Penetapan cara
pengadaan tidak sesuai

• Konflik Kepentingan
• Suap untuk menjadi

penyedia
• Mark	up	harga

• Hasil pekerjaan tidak
sesuai dengan
kebutuhan

• Kickback	
• Audit	tidak sesuai

prosedur

Mari	kita lihat Keadaan Indonesia:	
• Informasi mengenai pengadaan untuk penanganan covid-19	kurang transparan
• Data	kebutuhan alkes dan kebutuhan obat tidak terintegrasi antara pusat dan daerah.	Dan	berpotensi

double	budget
• Pengadaan yang	dilakukan BUMN?
• Bantuan swasta dan masyarakat melalui gugus tugas tidak dapat diakses publik

KENAPA?



Pengadaan Darurat Covid19	di	LPSE	Kemkes

Sumber:	http://www.lpse.kemkes.go.id/eproc4/nontender (tgl 27	April	2020)



Sampai 27	April	2020,	sebanyak 1030	pengadaan dg	kata	kunci COVID	yg diadakan oleh pemerintah pusat dah	daerah.	
Sumber:	sirup.lkpp.go.id



Rincian Informasi di	Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Apakah informasi ini cukup untuk melihat seberapa efektif pengadaan pemerintah dan kewajaran harganya?	

PAGU:
274,42	M

PAGU:
72,28	M



Darurat Sekalipun,	Pengadaan Harus Terbuka

1. Dalam keadaan darurat,	pemerintah harus melakukan
pengadaan dengan cepat dan fleksibel,	pemerintah perlu
melakukan pembayaran di	muka dengan jumlah besar
untuk menjamim persediaan barang.	

2. Tapi pengadaan tersebut harus transparan dan akuntabel.	
3. Peran pemerintah dalam mengelola pengadaan di	masa	

pandemi akan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan





Pembelajaran dari Negara	lain
Negara Pembelajaran
Colombia • Penunjukan langsung,	namun data	PBJ	dapat diakses oleh publik

• Data	disimpan	di	platform	terpusat	dan	bisa	dilihat	oleh	semua	pemangku	
kepentingan	agar	kontrak	langsung	di	tingkat	nasional	dan	daerah	bisa	
dipantau

• Mekanisme	pelaporan	warga untuk	informasi	penyalahgunaan	dana	publik
Itali • Proses	PBJ	yang	tersentralisasi dan disederhanakan

• LKPP	Itali menjadi PIC	untuk pengadaan ventilator	dan melakukan open	
requests	ke market

Ukraina • Masyarakat sipil mengambil peran dalam monitoring	data	pengadaan
barang/jasa

• Pemerintah Ukraina menyediakan prosedur pemantauan pengadaan



Rekomendasi
1. Membuka informasi kebutuhan barang/jasa dalam merespon krisis yang	tengah

berlangsung

2. Menyediakan informasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan bencana secara
serta merta (real	time)	dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(Informasi tersebut terpublikasi di	website	gugus tugas/Kemkes di	tingkat nasional dan
daerah)

3. Membuka informasi kewajaran harga barang/jasa kepada publik

4. Membuka akses kontrak pengadaan barang dan jasa kepada publik

5. Menutup ruang/celah praktik koruptif dalam pengadaan barang dan jasa selama pandemi
Covid-19	dengan melibatkan masyarakat sipil.	Dan	memastikan sumber daya yang	ada
dialokasikan secara efektif dan efisien,	serta menciptakan pengadaan barang dan jasa
yang	transparan dan akuntabel.


